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FERDA NOMOHR 14 TAHUN ZOOB

PERMUSYAWARATAN THESA
DENGAN BAHMAT TUHAN YANG MATTA GSA
RLPATL TAKALAR,

bahven untuke melaksanakan ketenman Pasal 27, Pazal 39 dan Pusal 40
Peruuran Pemerintah Wamar 72 Labun 2005 wentang Desa, maka perly
membentuk  Peraturan Daersh tentang Kedudukan Ecuanpan Kepala
Desa, Perangkat Tieaa dan Badan Permusyawaralun Desy,

Lindang-undang Nomor 29 Tahun 1959 lentang Pembeniukan Dacrah-
daerah Tmghat U di Sulawes] (Lombaran Negara Republik Indenesiy
Tahun 1959 Nomeor 74, Tumbshan Lembatan Negara Republik
Indoncsia Moo 1822) ;

- Undung-undang Momor 28 Tahun 1999 tentang Penyelonggaraan

Megarn yanp Bersih dan Debas dari Korupsi, Kolusi dan Nepolisme
(Lembarsm Negara  Republik Tndemesia Tahum 1999 Momeor 75,
Tambahan Lembaran MNepara Republik Indonesia Womor IE510
Undang-undang Momor 34 Tahum 2000 tenwng Perubaban ams
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tontang Pajuk Daerah dan
Retribusi Thaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tubun 2000
Momor 246, Tambaban Lembaran Negara Republike Indonesia Momor
4048);

Undumg-undang Momor 32 Tahun 2004 teitang Pémerintahay Daerah

{Lemburan Negara Republik Indonesin Tabun 2004 Womor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Momor 4437

. Lndang-undang Nomor 53 Tahun 2004 tentang  Perimbangan

Keuanpan  antwra  Pemerintsh Pusat dim  Pemerincahan  Taerah
{Lembaran Megara Republik Tndonesia Tahun 2004 Namor 126,
Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4434,

Peratursn Pemerintah Womor 72 Tahun 2005 tentady Desa (Lombaran

- Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 156, Tumbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4587);

EEDUDUKAN KEUAMNGARN
KEFPALMA DEEA, FERAMGBKAT DEEA
ODAN BADAN FPERMUSYAWARATAN DESA



7. Peraturan Pemerimtab Nomor 38 Talon 2007 tentang embagian
Urysan Pemermibihan  antara  Pemcrincah, Pemerdntzhan  Daeeal
Propinsi dan I"emerinlahan Daerah Fiabupaten/Kota {T.ombaran Mepara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomeor £2, Tambghan Lembaran
Megara Republik Indomesia Nomor 4737); - '

8. Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tabun 2001 entang
Susunan Organizasi dan Tatu Kerja Departemen Dalam Negeri.

Denpan Persetujuan Betmms
DEWAN PERWAKILAN RAKYVAT DALRAN KABUPATEN TAKALAR
dan . .
BUPATI TAKALAR
MEMIUTTIISEAM !

Menerapkan :  PERATURAN DAKRAH TENTANG KEDUDITKAN KEUANGAN

KEIMALA DESA, PERANGEAT DESA  DAN  RADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BARIT
KETENTUAN 1TTMTIM
Pasal 1

Dalam Peraturan Diacrah ini yang dimaksnd dengan - -

1.
2.

3

Duerah adalah Kabupaten Takabar

Pemermiah Daerah adalah Bupati dan perangkar duerah sebagal unsur penvelenpggara
Pemerintzhan 1Jaerah; i :

Desa adaluh kesatuan masysrakat hukom yang menpatut dan menzirus kepeatingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dun adat istiadal yang diskut datan sisem
Pemermtaban Nosional yang berada di Daeral Fabupaten;

Pemerintahan Desa sdalsh penyelenggaman urusan. Pemerintahan oleh Femerintah .
Desa dan BPD dalan mengatwr dan mengurus kepentingan misyarakat setempal
berdasarkan asal-usul dan adat istisdal setempat yang diskui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Repuhlik Indonesia: . .
Badan Permusyswaratan Dess selanjumya discbut HPD adalah lembags  vang
mermupakan perwu)edan demokmsi dalam penyelenggaraan Mernerintahan Desa sebugyi
unsur penyelenggara Pomerintahan Devy; ' '
Pemerintah Desn adalal Kepala Desa dan Perangkat Desa schagal unsur penyclenp para
Pemerintahan Desa; '

Porangkat Desn adalah Pejubat Pemeriniah Desa yang terdiri dari Selreraric Thesa dan

" Peranghat Dresy lafooya ;

PERDA NOMOR 14 TAHUN =Oooa KEDUDUKAMN KEUANGAM

KEPALA DESA, PERANGEAT DESA
DAM BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



R. !‘erﬂlighﬂ Dhesa !a'mrl}'a arlalah pejabal Peperintah Dess fevdin atas seloetans Desa,
pelaksana teknis lapanpan dan unsur kewilayaharinya ;

9, Unsur perangkat desa yang terdiri tlacd unsur pelavaman, unsur pelaksana tekiis
lapangan dan unsur pembantu Kepala Desa

BAB 11
PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

I'asal 2

(1) Ecpala Disa, Peranglat Desa dan Badan Permnsyavwatan Desa diberikan penghasilan .
telap setiap bulannya yang bosamya ditctapkan dalam Persturan Dess;

(2) Penelapan Poraturam Tlesa schagmimana dimaksud  ayat (1) disesuaikan  dengan
kemampuan keusnmgan dess dalam AP Thess welelah mendapntl peraciujusn Badan
Permusyasaratan Dhesa.

Iasnl 3

(I} Pimpinan dan Anggota BPTY dapat ma2nerima tunjangan sesvai kemampuan Kenangan
Dhesa

(2} Pimpinan dan Angedda BPTY dapal mensrima vang sidahg sesi kemampoan keoangsn
Dresa;

(31 Eeperluan kegiatan BPD disediakan bisya scsuvai kemampuoan kenangan desa yang
dikelola ol Sekoelads BPD;

(4} Tunjanpgan dan uvane sidung seris bigva kegiatan BPT sehagaimana dimaksud dalam
ayat (1), (2}, dan (3) ditetopkan setiap tahun dalarn Peraluran Desa tenlang APH D,

" Fasal 4

Peraturan Desa sebapaimana dimaoksed Puaeal 2 Qm' 3 mennusl materi antara lain mengenai ;
a, ERincian jenis penghasilan dan njengan:
h. Penenluan heswnya dam pembebanan pemberian penghasilan dan tanjanpar.

BABIO
KEDIINTTKAN KFL ANGAN

Fasal 5

Petghasilan teiap Kepala Desa, Peranpkat Desa don Badun Permosyvawaratan Desa
sebagaimuna dimaksud pada pasal 2 juga dapat diberikan dari Tunjangan Pesghusilan
Aparat Pemerintah Thasa {TPAFTY) dm funjangsn penghasilan lainoya yang sah sesial
dengan kemampuan APBD Kabupaten. )

PERDA HOMBOR 14 ' TAHUN 2008 KEDLEOUKAN KEUAKDBAM
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PBazal o

Kenaikan penghasilan tetap Kepala DesarPerangkal Thesa dan Badao Pepnusyaratan Desa
sebagzimana dimaksud dalam pasal 5 dapat diperhiungkan sesuai denpan kemampuan
APH Desa yang bersanphoutan .

FPazal 7T

(1) Apabila Kepula Thesa, Perangkat Desu dan Badan Permmsvawaratan Desa wengalami
keoclakaan didalum dun sewaldn menjalankan tuges schagal pejabat. Pemerinteh Dlesa
sehingea tidak dapat Tagi menjalankan nigas dan kewajiban, maka kepadanya diberikan
tunjangan kecelakaan:, : . - P

(2} Apabila Kepala Desa, Peranghal Desa dan Badan Permusyawaraian Thesa meninggal
dunia dan atan sewakty menjalankan luygss schapai Pejabat Pemermish Desa, maka
yang bersangkulan diberikan tunjasgon kemelian dan Pomerinmah Desa;

(3) Tunjungem sebagaimana dimaksud dalam ayat {2) diberikan kepada ahli waris vang
Trerhiak dan diatur lebib lanjutl «deh Rupati,

Fasal 8
Kepata Ticen atan Peranghat Thess yang berhemti dengun hormat darl jabatannya sebagai
Pgjabai Pemerintah Desa, maka kepadanya diberikan penghurgaan sokaligus tinjangan
penghasitan sebesar 2 (dua) kali daci jumlah Penghasilan teeakhir.

Paxal 4

Ketentman besarnya nilai nominal sebagai penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Peranpkat
Tiesa dan Badan Permmsyawaratan Deca ditetaphan dalam Peramean Dess

BAR IV
KETENTUAN PENUTLF
Pasal 10

Dalam rangks pembinaan, Pemeriniah Dacrab dan  Pemerintsh  Kecamatan wajih
memfasilitasi berupn pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatiban.

Pasal 11

(1) Hal-hal yang belum distur dalam Peraturan Daersh i sepanjang mengensi toknis
pelaksanaanya skan diatur lebih lanjut dengan Peratiran Bupat Takalar:

{2) Tngan berlakunys Peraturan Daerah ind, maks sepala Keteninyn yang mengatur  hal
vang sama dan hertentangan dengan Perawran Dacrah ini dinyatakan tidak berfakn.

FEROA NOMDR 14 TAHUN 2008 KEDLOUKAN EEUANEAN
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Panal 12

PMeraturan Dperah ini dinyatakan berlaka pada tangeal divndangkan
Agar setiap orang dapat mengetabuninya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Dauersh
i deogan pencmpatanoya dalam Lembaran Dacrah Eabuopaten Takalar.

Dhtetsplan di Takalag
.] Pada anppal, 2t ét/

2008
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